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TENTANG

KEDUDUKAN, SUSU.NAN ORGANISASI, TUGAS DAN F.UNGSI SERTA

TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUP. ATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Selatan,,:Nom :..T,3{.11n 201.6 tentang Pembentukan dan
Susunan *:::.,ilaerah .Kabupaten Barito Selatan,
telah diteta$- i#rerd&al Bupati Barito Selatan Nomor 20
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas,,dan,:.,1 Fungoi,..: setrd.', Tata Kerja Inspektorat
fa.!l ten ito Selatan; :

b. bahwa,den@ berlakunya Pcraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2}tg tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang ftrartgkat Daerah maka
Peraturan Bupati Barito Seiatan Nomor 20 Tahun 2016
tentang."'K+*uAumn, Sr"r.r* Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Keq'a Inspektorat Kabupaten Barito
Selatan perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a darr huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Barito Selatan ;

BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2T Tahun rgsg tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Karimantan (Lemb*"r,
Negara Republik Indonesia Tahun 1gS3 Nomor 9)
sebagai undang-Unciang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1g20);
undang-undang Nomor L2 Tahun zott tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembrrri
Negara Republik Indonesia Tahun 2ot1 Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia I.[omor
5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2olg tentang perubahan Atas undang-
undang Nomor 72 Tahun 2oll tentang pembentukin
Peraturan Perund.ang-undangan (Lemlaran Negara
Republik Indonesia Tahun zotg Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik indoneiia Nomor OSgg);

undang-undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur
sipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonEsia Tahun
2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5:49+); . .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta.hun 2A14 Nomor 244, Tamnahan Lem.baran
Negara Republi! Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beber4pa kalii terakhir dengan Undang-Undang
Nomor ,9 ?ahun.,,20,15 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang- 'Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan ,'Daerah ' (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5679);

Peraturan perneiintahr Nomor 18 Tahun 2AlO tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2419 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2079 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6a02);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyeienggaraan
Pemerintaha:e Daerah {Le.r.nbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6oall;

2.

.t
J.

4.

5.

6.



o.)-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor zbsol ,sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Datar$ Negeri Nornor l2o rahun 2o lg tentang perubalran
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun
2al5 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OIg Nomor 157);'
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2ol7
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota iBerita Negara Republik
IndonesiaTahun 2017 Nomor 1605);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito seratan Nomor 3
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan (Lembaran
,DaarAh Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran' Daerah' ,Kabupaten Barito seiatan
Nornor 2);

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Barito Seiatan.
5. Sekretaris Daerah ada-lah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ada-lah Aparatur Sipil

Negara pada Kabupaten Barito Selatan.
L Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggungjawab, wevrenang dan hak seseorang PNS dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan
untuk mencapai tujuan organisasi.

., .." ME-I\,IV,,rySKAN:

MenetapKan : PERATUFNX;${fi NTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI#UGAS,:OAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPBIff'ORflTTIDAERA}I KABUPAT.EN BARITO SELATAN,

. l:.::r]'::::.:i.i1i.r'.'a:r.':l:t-,., ..

1,;'.un4*.':; , ',

.]., KETENTUAN UMUM

7.

8.

9.

di.r,naksud dengan :
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10. Jabatan Pungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenarg dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkar pada keahlian
danlatau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan
pangkatnya disyare.tkaa dengan angka kredit.

ll.Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruarlg lingkup, tugas,
tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan
atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar
pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang diduduki Pegawai Negeri Sipil.

12. -Pe-ngawas Penye-lenggaraan {Jnlsan Pemeri-ntaha.ndi Daerah yangdisingkat
menjadi P2UPD selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan atas penlrelenggarq4q- tekn-is,urusarl peffrerintahan di daerah
se suai dengan_:peratrrrq,pelund*+g .- und,rylgan.

13. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruans:lingkup, tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi
Pemerintah, Lembaga dan/atau pihak'lain yang didalamnya terdapat
kepentingan Negara ses-uai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang
diduduki Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan
secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.

14. Kelompok Jabatan Fungsiqnal adalah felompok Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, wewenafl.g dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanaka4 kegiatan yang' sesuai dengan profesinya dalam

KEDUDUKAN,. NOMENKLATUR DAN S..!I UNAN O RGANISASI

.'1-= 
"-.r'' a-.P,.....,.1q1 

t*:'"t 
""'

Nomenklatur Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten disebut
Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dipimpin oleh Inspektur
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
oleh Perangkat Daerah.
Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengarMasan;

(1)

(2)

(3)

(41

(s)
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(6)

17l

(8)

(e)

( II

b. pelaksanaan pengawasar interna-l terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya ;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
Bupa-ti danl-l atau Gubernur Kalir.nantan Teng+h .sebag&i we.Lil
Pemerintah Pusat ;

d. penyusunan laporan hasil penga\Masan ;

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi ;

f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi ;

g. pelaksanaan administrasi Inspektorat ;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsi'nya.

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau
kerugian Negara/ Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati
dan/atau Gubernur Ka-limanta4 Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Dalam hat pelaks aan fungsi seb,agaimana dineaksud pada ayat (5) huruf

dan huru.f c 'terdapat indikasi preyalahgu&a.an w€we'najng dan/ a"tal.l

kerugian keuangan Negara/ Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepad.a

Gubernur Kalimantan Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat.
GubernurKalirnantaaTengg?.!11 waki1,PemerintahPusatmelakukan
supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan indikasi
penyalahgunaa-Il wewenang dfii/.,atau kerugian Negara/ Daerah
sebagairnana dirnaksud pada ayat {7).
Pelaksanaan supe,,I14si se,baga^ip. dimaksud pada ayat (8) meiibatkan
iembaga yang melaksad&&q11 '.tug* dan.'fungsi pengawasan intern
Pemerintah.

' .-r, , , ',,, iasal 3 "'

Susunan orga,nisasi tn.sp:gktofat'terd tdari 
:

a. Inspektur

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

2. Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Eva1uasi.

c. Inspektur Pembantu terdiri dari :

1. Inspektur Pembantu I.

2. Inspektur Pembaltu II.

3. Inspektur Pembantu III.

4. Inspektur Pembantu IV.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yant merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(21
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BAB IIl

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

INSPEKTUR

Pasal .tr

(1) Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan
Desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Inspektur menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program pengawasan ;b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;c. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan
pernerintahan di Kabrupaten ;d. pelaksanaan reviu iaporan keuangan pemerintah d.aerah dan evaluasi
kineda Perangkat Daerah ;

e. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

f.
c,b'

pengawasan ; .,,1r,. 'i,-, ,i'..
penyelengga.raan kegiat :ketatausahaan ;
pelaksanaan pembinaan, terhadap tenaga struktural dan
lingkungan Inspektorat ; dan

h. pelaksanaan morritoring dan evaluasi percepatan pemberantasan
korupsi.

fungsional di

(1)

{2)

Bagian.Kedua

SEKRETARIAT

,' , ,. .Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan
administratif kedalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i),
Sekretariat menyeienggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran
pengawasan, penyiapan penyu su nan ran cangan peraturan perundang-
undangan dan pengadministrasian kerja sama;

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis
dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi
pencapaian kinerja;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan ; dan
d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
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(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Inspektur.

Paragraf 1

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

tlJ

{21

Pasal 6

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah
tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi,
pembukuan dan pelaporan keuangan.
Sub Bagian sebagai a dirnaksudlpada ay.at {1) mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan administrasi kepegawaian ;

b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat ;

c. pelaksanaan urusan perlengkapan ;

d.
e.

pelaksanaan urUs$ rum a i .

pelaksanaan anggaran:$$' pen an.bahan tanggapan atas laporan
pemeriksaan keuangan ;

pelaksanaan perbendaharaan ;

peiaksanaan verifikasi, akuntansi dan peiaporan keuangan ; rian
pelaksanaan tugas laigr,ya$g,,:d,ib€ikan oleh sekretaris secara berkala
dalam rangka kelqncaren ,11:-f aag,tugas sekretariat.

Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi

. , ',,, ..'...p.;i1g] :',','

f.
C'
b.

h.

(1)

(21

sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian
rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan
ratrcangan perat'u'ran"r peru.ndangur:dangan, ker;'asarrra .pengawasan dan
dokumentasi serta pelaksanaan administrasi, inventarisasi, analisis,
evaluasi, pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut pengawasan ;
Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran
inspektorat ;

b. pengkoordinasian penyiapan rencana pr,ogram kerja pengawasan ;

c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pengeiolaan dokumentasi hukum ;

d. koordinasi dan keda sama pengawasan dengan APIP iainnya dan
Aparat Penegak Hukum ;
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e. penginventarisasian hasil pengawasan ;f. koordinasi eva-luasi laporan hasii pengawasan ;g' penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaiuasi
pengawasan ;

h- pendokumentasian hasil pemutakhiran tindakianjut hasil pengawasan
;

i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja
Inspektorat Daerah ;j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala
da-lam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat.

(3) 'Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal b dan pasal 7, <iipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggungj awab kepada Sekretaris.

(1)

(2)

INSPEKTUR PEMBANTU

,.1 
PasalI

.,:.:. :

Inspektur Pembantu lr.Insp$ktq.r per.nbantu II dan Inspektur pembantu iII
mempunyat tugas melaksari ,P' inaan dan pengawasafl fungsional
terhadap pengelolaan keuall$an, kineqa dan urusan pemerintahan daerah
pada Perangkat Daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud da_lam ayat (1),
Inspektur Pembantr,r..I, tns$e:ttili pegrbantu ll.dan Inspektur pembantu III
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan penyusunan kebijakan ierkait pembinaal dan pengawasan
terhadap Perangkat Daerah ;

b. perencanaan progr.arn pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana
tugas dan fungsi Perangkat D.ae,rah.;..,,r"

c. pengkoordinasian pClaksanaan penga\r/asan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah ;

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah ;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraaa urusal pemerintahan daerah

y,a$€ meJipu_f: hida:.1€ tugas Pe::angkat Daeral,: ;
f. penyiapan perumusan kebijakan darr fasilitasi pengawasan

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ;

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah iainnya;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan ; dan
i. peleksanaan .pengawa.san untuk tujuan tertentu atas penugasafl

Inspektur Jendera-l.
j. penyusunan laporan hasil pengawasan.
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(3) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit keqja Inspektur
Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah dengan memperhatikan beban ker.fa dan kebutuhan.

Pac.al Oaqu@J

Pembagian wilayah pengawasan Inspektur pembantu
dan inspektur pembantu III sebagaima,a dimaksud
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

I, Inspektur Pembantu Ii
dalam Pasal 8 ayat (1)

(1)

(2|

pasal 10

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan
investigasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
Untuk melaksanakan tugas 'sebagai-rnana''dimaksud pada ayat (1),
Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi :

a. penf iapan penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran,
dokumen pelaksanaan anggaran bidang pencegahan dan investigasi.

b. pengkoordinasian,p.nalg,pengaduan masyarakat dan informasi
dari media ;

c. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi ;
d. pelaksanaan peran seria dan ieeijasqma. dalam pencegahan tindak

pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkorelasi dengan
unsur perintahan daerah ;

e. pelaksanaaa penceg#ai1 t p,.egEndaliBx dan investigasi terhadap
penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh
unsur pemerintah:;' l

f. pelaksanaan Tuntlrtan''' Perbendaharaarr dan Tuntutan Ganti Rugi
(rPrcR) ;

g. pelaksanaan kegiaten audit,,Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
(PKKN) ;

h. pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern (SpI) ;
i. pelaksanaan verifikasi Pelaporan Aksi pencegahan Korupsi ;j. pelaksanaan Verifikasi Taporal llarfa Kekayaan Peny.eJenggara Ne,gara

(LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
;

k. pelaksanaan Penilaian Zona Integritas (ZI) ;
1. pelaksanaan penilaian Reformasi Birokrasi ;

m. pelaksanaan penanganan Work Breakdawn Structrtre {WBS} ;

n. peLaksanaan pemantauan dan peniiaian Tindak Lanjut Hasil

o.
p.

Pencegahan dan Investigasi ;

pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pencegahan dan Investigasi ;

pemberian keterangan ahli di persidangan ;
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penyiapar perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan
instansi penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus
kepada instansi penegak hukum ;
pelaksananan administrasi dan pelayan teknis pencegahan dan
investigasi ;

s. pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
peiaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu IV di bidang
pencegahan dan investigasi; dan

t. melaksankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagiaa Keernpat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

pasa-l 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terd.iri atas tenaga fungsional pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor dan Jabatan
Fungsionai lainnya yaxg terbagi dd+* beberapa keiompok jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

ayat (1)

masing-

(2i Kelompok Jabatan Fungsio,n*,1i@agaimana dimaksud pada
mempunyai tugas rnelakuki*h kegiatan bidang tenaga fungsional
masing sesuai dengan:ketent'Uan pdt Oang undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
riipimpin oieh seorang tenaga fungsionai senior yang
bertanggung jawab kepada Inspektur.

q.

r.

pada ayat (1),
ditunjuk dan

(4)

(s)

Jumlah Tenaga Fungsi.m*, seb.,@#mana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
diatur sesuai d.engan peraturan perund.ang-undangan.

:,:-.-Para$taf 
1

Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 12

Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud da1am Pasal 11 ayat
(1) termasuk da-lam rumpun jabatan akuntansi dan angga-ran, yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai bidang
keahlian dal kebutuhan.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1),
Jabatan Pungsional Auditor menyelenggarakan fungsi:
a- pelaksanaan kegiatan pengernbangan profesi pengawasar;
b. pelaksanaan penugasan da-lam pembinaan dan pengawasan yang

meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantaua-n, dan kegiatan pengawasan
lain seperti konsultansi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas
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manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang
diawasi;

c. pelaksanaan kegiatan tugas pengawasan atas penyerenggaraan urusan
pemerintahan di daerah, yaitu melaksanakan audit terhadap
pengeiolaan keuangan daerah yangmeliputi pemeriksaan terhadap
penyimpanan uang, penyimpan/ penatausahaan barang milik daerah,
pembukuanf penatausahaan keuangan, rekening koran, bukti-bukti,
dan laporan pertanggungjawaban keuangan;

d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
terhadap pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah; cian

e. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh
pejabat yang berwenang.

, paragraf2

Jabatan Fungsional pengawas pemerintahan
g-

Jabatan Fungsional Pengqwas Pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) termasuk dalam rumpun .1'ru.t.., politik dan
hubungan luar negeqi, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Inspek'tcrat'sesuai bidans keahlian dan ketrutuhan.
untuk melaksanakan tugas,. seb.agiimana d.imaksud dalam ayat ( 1),
J abatan Fungsion al Pengawas Pemerin tahan. menyelenggarakan fu ngsi :

a. pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pengawasan;
b. pelaksanaan penugasan dalam pembinaan dan pengawasan yang

meliputi pemeriksaan, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan
pengawasall lairr- sep'er*ui konsultansi, sosialisasi, asistensi,'dalam
rangka memberikan jaminanlkeyakinan yang memadai, atas efisiensi
dan efektifitas sesuai perencanaan, pengendalian, dan proses tata
kelola unit yang diawasi;

c. pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan
pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan, yang meliputi
pengawasan atas pemtrinaan pelaksanaan urusaR pemerintahan,
pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan
tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di
daerah ;

d. peiaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan peniiaian
terhadap pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah; dan

e. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh
pejabat yang berwenang.
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BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompok tenaga fungsional wqjib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah
serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas*rnasirrg-masing.

setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunju-k bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
setiap pimpinan satuan organisasi wqiib mengawasi bawahannya masing-
masing dan hila' terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperiukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
setiap pimpinan satuan organisasi w4iu *..rgik,rti d; mematuhi
petunjuk dan bertanggung jaw,,q-b kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan lapqraa tepaffiada. waktunya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Setiap laporan yang diterima oieh',pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wqjib riiolah da.n', ory''ergunakan sebagai bahan untuk
p enyu su nan laporan le bih lq4jrrt- d.agr,u n t u k,, me mberikan petu nj u k ke p ad a
bawahan
Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disqmpaikan kepada satuan organisasi tain yang secara
fungsional mempun3iai hu,bungan ke{a.

BAB V

ESELON DAN PENGISIAN JABATAN

Pasal 15

Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon II b atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.
Sekretaris Inspektorat merupakan Jabatan Struktural Eselon III a atau
J abatan Administrator.
Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon III a atau
Jabatan Administrator.

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

t7l Dalam melaksanakan-:,tugas setiap pi*pinan satuan organisasi dibantu
oleh satuan organisasi.',:, :, ba:areih_ftja ,dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahaa masing-masing, wajib mengadakan rapat
berkala.

(1)

(2)

(3)
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(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a atau
Jabatan Pengawas.

Pasal 16

Menteri melakukan supervisi datam proses pengisian jabatan Inspektur
dan Inspektur Pembantu.
Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Inspektur ditetapkan oleh Bupati setelah
dikonsultasikan kepada Menteri.
Dalam peiaksanaan konsultasi dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Menteri melibatkan Menteri yang menyeleprggarakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara dan Komisi Aparatur
Sipil Negara.
Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur
Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah terlebih dahulu berkonsultasi
secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

.' . ,,BABVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini seluruh jabatan yang ada beserta
pejabat pada Inspektorat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
diangkatnya pej abat baru sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
',1': '

'.:..,,-,..
: Pasal 17

Segala biaya untuk p,.tai."@n keffiarr,'Irripektorat dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Betania Daerah Kabupaten Barito Selatan dan
sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)
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BAB iX

KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Barito selatanNomor 20 Tahun 2016 tentang Keciudukan, susunan organisasi, Tugas clanFungsi serta Tata l{erja Inspektorat Kabupaten Barito selatan (Berita DaerahKabupaten Barito selatan Tahun 2016 Nomor 20) dicatrut dan dinyaiakar:tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mr_ilai berlaku

tsar setiap orang mengetahtiinya,
fupati ini dengan penernpatanya
Seiatan.

Pasal 2O

pada tanggal cliundangkan.

memerintahkan pengunclatlgan peratr-rran
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
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